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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari berpindahnya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank

Indonesia dengan adanya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem

Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi

kepustakaan. Metode penelitian tersebut diapaki untuk menjawab permasalahan; pertama, teori tentang

fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang diatur dalam UU. No.23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia beserta peraturan perubahannya dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta hubungannya

dengan Stabilitas Keuangan yang dilandaskan dengan teori dan bentuk koordinasi berdasarkan PERPU No.

4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan kedua, implikasi dari perpindahan fungsi

pengaturan dan pengawasan yang dilandaskan dengan teori yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.

Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: (i) Undang-Undang OJK dan Undang-Undang BI harus

membedakan secara jelas mengenai microprdential supervision dan macroprudential supervision; dan (ii)

mekanisme koordinasi antarotoritas keuangan yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,

Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan harus mempunyai payung hukum yang

mendasari protokol koordinasi penanganan krisis sebagai landasan dan juga penyempurna bagi Forum

Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang diatur dalam UU No.21 Tahun 2011, untuk itu Dewan

Perwakilan Rakyat harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem

Keuangan.

......

This thesis discusses the implication of the transfer function of the regulatory and supervisory of Bank

Indonesia with an existence of Law Number 21 of 2011 concerning about Financial Services Authority for

financial stability system. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature

study. The research method was used to answer the problems: first, the theory of banking regulatory and

supervisory sipulated in Law Number 23 of 1999 on Bank Indonesia and its amendement and Law Number

7 of 1992 on Banking and its amendement towards a financial stability system theory and forms of

coordination which are based on Government Regulation in Lieu of Law Number 4 of 2008 on Financial

Safety Net and second, the implication of the transfer of regulatory and supervisory functions which based

on Law Number 21 of 2011 on Financial Services Authority towards a financial stability system.

The results suggest that: (i) Both of Financial Services Authority and Bank Indonesia regulations have to

seperate explicitly between macroprudential supervision and microprudential supervision; and (ii) the

mechanism of coordination between authorities on financial system consisting Bank Indonesia, Financial

Services Authority, Ministry of Finance, and Deposit Insurance Agency should have legal basis underlying
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the coordination of crisis management protocols as the foundation and completing the Coordination of

Financial System Stability Forum set on Law Number 21 of 2011, therefore Legislative Body has to

immediately enforce legislation regarding Financial Safety Net.


